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Seiring perkembangan digitalisasi ekonomi, bank sentral dari berbagai negara gencar melakukan eksplorasi
mata uang dalam bentuk digital, yaitu Central Bank Digital Currency (CBDC). Hal ini membuka peluang
bagi Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia untuk berinovasi mengembangkan CBDC Indonesia atau
yang dikenal sebagal Rupiah Digital. Dalam konteks CBDC, tantangan yang akan dihadapi meliputi aspek
dasar hukum, kerangka pengawasan, dan kebijakan yang mendasari penerbitan dan pengoperasian CBDC.
Lebih lanjut, desain CBDC yang beragam, seperti teknologi distributed ledger technology atau centralized
technology, sertamodel distribusi one-tiered atau two-tiered, berpengaruh besar terhadap pembentukan
regulasi dan perundang-undangan yang perlu disusun, sertateknisimplementasinya. Aspek hukum,
kerangka pengawasan, kebijakan, serta pemilihan desain sangat berkenaan dengan aspek pelindungan
privas dan data pribadi pada CBDC. Hal ini dapat mempengaruhi pembagian wewenang dan tugas para
peserta CBDC terhadap akses data. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait
pelindungan privasi dan data pribadi dalam Rupiah Digital di Indonesia dengan membandingkan skema
pelindungan privasi dan data pribadi CBDC di negara Nigeria, China, dan Uni Eropa. Penelitian ini akan
menganalisis aspek pelindungan data pribadi pada CBDC tersebut dengan menggunakan metode penelitian
doktrinal. Data sekunder yang akan digunakan sebagai bahan analisis berupa peraturan perundang-
undangan, buku, jurnal, laporan internasional, dan data lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema
pelindungan privasi dan data pribadi dalam Rupiah Digital yang ada saat ini belum komprehensif. Terdapat
beberapa aspek yang dapat dipetik dari skema pelindungan privas dan data pribadi yang direkomendasikan
oleh organisas internasional dan/atau praktik CBDC di Nigeria, China, dan Uni Eropa.

...... The rapid advancement of economic digitalization has spurred central banks worldwide to explore
Central Bank Digital Currencies (CBDCs). This development presents an opportunity for Bank Indonesia, as
Indonesia's central bank, to innovate by introducing the Indonesian CBDC, known as the Digital Rupiah.
However, the implementation of CBDCs comes with several challenges, including establishing a robust
legal foundation, regulatory framework, and policies to govern their issuance and operation. Additionally,
various CBDC design choices—such as distributed ledger technology versus centralized technology and
one-tiered versus two-tiered distribution models—significantly impact the formulation of regulations,
legislation, and technical implementation. Key legal aspects, regulatory frameworks, and policy
considerations are closely tied to privacy protection and personal data management in the context of
CBDCs. These factors influence the allocation of authority and responsibilities among CBDC participants
concerning data access. This study aims to examine privacy and personal data protection in the
implementation of the Digital Rupiah in Indonesia, drawing comparisons with privacy and data protection
frameworks for CBDCs in Nigeria, China, and the European Union. The research employs doctrinal
methods, analyzing secondary data sources such as legiglation, books, journals, international reports, and
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other relevant materials. The findings reveal that the current privacy and personal data protection framework
for the Digital Rupiah lacks comprehensiveness. Insights can be gleaned from the privacy and data
protection practices recommended by international organizations and implemented in CBDC systemsin
Nigeria, China, and the European Union.



